DAFTAR PUSTAKA

Abdussamad, Z. (2021). Metode Penelitian Kualitatif (P. Rapanna (ed.); 1st ed.).
CV. Syakir Media Press iii.

Alaydrus, A., Sos, S., Jamal, M. S., Nurmiyati, N., & S IP, M. I. P. (2023).
Pengawasan Pemilu: Membangun Integritas, Menjaga Demokrasi. Penerbit
Adab.

Alhamid, M., & Kambo, G. A. (2021). Pembatalan pembahasan rancangan undang-
undang tentang penyelenggaraan pemilihan umum dan keterkaitannya pada
pemilihan umum tahun 2024. Pleno Jure, 10(1), 521910.

Asshiddigie, J. (2006). Partai Politik dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen
Demokrasi. Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 3(4),
1-29.

Astuti, T., llmania, N. F., Muhibbin, M., & Suratman, S. (2024). Representasi
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dalam Prosedur
Pemilu yang Bermutu dan Berintegritas. Jurnal USM Law Review, 7(2), 528—
539.

Basri, S. (2022). Kekuasaan Soeharto dalam Perspektif Biopolitik Neo Darwinis
Periode 1965-1971. Universitas Nasional.

Beetham, D. (2013). The legitimation of power. Bloomsbury Publishing.

Delmana, L. P. (2022). Evaluasi dan Perbaikan Desain Distribusi Logistik Pemilu
melalui Penerapan Manajemen Logistik 4.0. Electoral Governance: Jurnal Tata
Kelola Pemilu Indonesia, 3(1), 26-50. https://doi.org/10.46874/tkp.v3i1.309

Fauziah, A. R., Bimantara, C. S., Bahrenina, K. A., & Pertiwi, Y. E. (2023).
Meningkatkan Kualitas Pemilu Serentak Tahun 2024 Melalui Pemanfaatan
Teknologi Digital. Jurnal Kajian Konstitusi, 3(1), 51-75.

Gaol, E. Y. L. (2020). Manajemen Pengadaan Operasional Logsitik dan Distribusi
Pemilu 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Management
Procurement Logistics and Distribution of the 2019 Elections for Balikpapan
Municipial Election Commission.

Gunhar, Y., & Fakrulloh, Z. A. (2025). Legal Accountability in Cases of Election
Logistics Waste Related to Excessive Ballot Procurement. Greenation
International Journal of Law and Social Sciences, 3(2), 92—105.

Habermas, J. (2015). Between facts and norms: Contributions to a discourse theory
of law and democracy. John Wiley & Sons.



Hayati, N. N. (2020). Manajemen Logistik dan Relevansinya dengan Integritas
Pemilihan Umum Tahun 2019 (Studi Kasus Di Provinsi Jawa Barat).

Ibnu, T. (2009). Reformasi Pemilu: Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal.
In Trans Publishing. In-Trans Publishing.

IDEA. (2001). Standar-standar internasional untuk Pemilihan Umum (International
Institute for Democracy and Electoral Assistance (ed.)). Bulls Tryckeri.

International IDEA. (2023). The Global State of Democracy Indices and
Methodology (Vol. 8). https://www.idea.int/sites/default/files/GSOD/global-
state-of-democracy-indices-methodology-v7-2023.pdf

Irwansyah, M. I., Shafaga, M. R., Wicaksono, F. H., & Yasin, A. M. (2024). Inovasi
Teknologi Dalam Pengelolaan Logistik Pemilu Untuk Meningkatkan Efisiensi
Dan Kepercayaan Publik. Pendas: Jurnal limiah Pendidikan Dasar, 9(04),
251-261.

KPU. (2025). Pengertian legitimasi, fungsi, dan contohnya dalam pemerintahan.
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo.

KPU Provinsi Kalimantan Timur. (2020). Laporan Hasil Riset Pemilu 2019:
Manajemen Logistik Pemilu di Provinsi Kalimantan Timur. Electoral Research:
Riset Kepemiluan Indonesia.

KPU RI. (2023a). Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 879 Tahun 2023
tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Logistik sebagai Aplikasi Khusus
Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum.

KPU RI. (2023b). Logistik Pemilu 2024 Tepat Jenis, Tepat Jumlah, Tepat Kualitas,
Tepat Waktu, Tepat Sasaran, dan Tepat Biaya. Komisi Pemilihan Umum.

KPU RI. (2023c). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang
Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan
Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum. Komisi
Pemilihan Umum.

KPU RI. (2023d). Rilis KPU: Perkembangan Pemenuhan Logistik Pemilu Tahun
2024. Komisi Pemilihan Umum.

KPU RI. (2024). Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Rilis Update
Pemenuhan Logistik Pemilu Tahun 2024.

Mariska, R., & Kusmanto, H. (2020). Tata Kelola Logistik Pemilu 2019 dan
Malpraktek Pemilu. Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and
Arts (LWSA), 3(2). https://doi.org/10.32734/lwsa.v3i3.927

Mariska, R., Kusmanto, H., & Fadli, F. (2021). Analisis Distribusi Logistik pada
Pemilu 2019 di Kota Medan. PERSPEKTIF, 10(1), 110-119.



Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif (Revisi). Bandung: PT
Remaja Rosdakarya, 102—-107.

Muhammad, M. (2012). Akuntabilitas Pengawasan Pemilu Yang Berkualitas Dan
Beradab. ADIL: Jurnal Hukum, 3(1), 123-140.

Najiba, H. N. (2024). Strategi Penentuan Lokasi Warehouse Untuk Meningkatkan
Efisiensi dan Efektivitas Pendistribusian Logistik Pada Pemilihan Umum Tahun
2024 di KPU Kabupaten Karawang. Jurnal lImiah Wahana Pendidikan, 10(6),
433-439.

Norris, P., Frank, R. W., & i Coma, F. M. (2013). Assessing the quality of elections.
Journal of Democracy, 24(4), 124—-135.

Permatasari, T., Hijroti, Z., Aulia, N., Millah, S., Putri, D. R., & Amali, A. F. (2025).
Sejarah Perkembangan Demokrasi Dan Pelembagaaan Demokrasi. Penerbit:
Kramantara JS.

Purnawan, H. (2023). Tekan Potensi Masalah, Bawaslu Dorong KPU Susun
Prioritas Manajemen Logistik Wilayah Terpencil. Badan Pengawas Pemilihan
Umum.

Putri, A. N., Elvandari, S. S., Hidayat, A. S., & Saridewi, P. (2024). Strategi
Penanganan Kendala Distribusi Logistik Pemilu Di Indonesia: Tinjauan Dari
Pemilu 2019. Pendas: Jurnal llmiah Pendidikan Dasar, 9(04), 262—281.

Ramadhan, M. N. (2023). Distribusi Logistik Pemilu: Pertaruhan KPU dan Legitimasi
Pemilu 2024. Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan Indonesia.

Rostiati, E. A. (2023). Manajemen Risiko Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilu
Serentak 2024 Berbasis COSO Enterprise Risk Management-Integrated
Framework. Universitas Gadjah Mada.

Safitri, D., & Hawignyo, H. (2024). Strategi Perencanaan Pendistribusian Logistik
Untuk Pemilu 2024 yang Efisien dan Sukses di Komisi Pemilihan Umum Kab.
Karawang. Jurnal llmiah Wahana Pendidikan, 10(6), 205-211.

Sihombing, D. N. (2025). Pemakzulan Dalam Demokrasi Presidensial Indonesia:
Antara Legalitas Konstitusional dan Legitimasi Politik. JURNAL NAWALA
POLITIKA, 3(1), 35-56.

Soedarsono. (2005). Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi:
Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu 2004 Oleh Mahkamah Konstitusi.
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan.

Therie, R. (2023). Legitimasi Demokratis dari Orkestrasi UNFCCC. Jurnal Hukum
Indonesia, 2(1), 35-41.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
(2017).



Uopmabin, D. (2017). Penerapan Sistem Noken dalam Pelaksanaan Pilkada di
Distrik Bomela Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua Tahun 2015. Program
Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP-UKSW.

Wardhana, E. W., & Dewi, O. A. C. (2021). Optimalisasi Jumlah Kendaraan Dan
Rute Distribusi Logistik Pemilihan Di Kabupaten Kediri Pada Masa Pandemi.
Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia, 3(1), 1-25.






